PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Raya Kedondong No. 03 Nganjuk Jawa Timur 64461

Telp (0358) 321162 Faks (0358) 321162
pmd.nganjukkab.go.id

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 100.3.3.2/ \2 /K/411.307/2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK

1

TAHUN 2025 S/D 2029
BUPATI NGANJUK

bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instasi Pemerintah ditegaskan bahwa setiap
Instansi Pemerintah Wajib Menetapkan Indikator Kinerja
Utamadi lingkungan masing-masing. Untuk itu, maka perlu
menyusun Keputusan Bupati Nganjuk tentang penetapan
Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 - 2029.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional,;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;



Menetaphkan

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/00/M.PAN/5/2007  tentang Pedoman Umum Penctapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah_telah digantikan oleh Peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Perabangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Dacrah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Rirokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

O Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah drubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan aatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis
SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 202+
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2025-2029;

12. P;ratgran Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Indikator
Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

13. Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2023

Tentang Rencana Pemban
gunan Jangka Menengah Daers
(RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 - 2029: : e
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Menctapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk, dengan rincian
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU,
merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarekat dan Desa Kabupaten Nganjuk dalam
menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja
dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun
laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian
kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Nganjuk
Pada tanggal  : (5 Januari 2026

a.n BUPATI NGANJUK

KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

‘ﬁ‘i déngan Aalings Dr. SOPINGI, AP, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19740302 199311 1 001

NIP. 19740529 199403 1 004
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